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Land certificate has an important role for the person concerned. The legal cer-
tainty of the certificate applicant is based on the state land that was formerly con-
trolled by PT. Kereta Api Indonesia and the concept of legal protection for holders 
of title certificates issued based on state land rights. The Kebonharjo community 
as certificate holders have not received legal protection based on Government 
Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. The method used in 
this research is with socio-legal research approach that comes from collecting 
data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualita-
tive analysis method. The research found that the holders of land rights certifi-
cates issued based on state land PT. KAI still has not received legal protection 
because it still uses a negative publicity system (positive elements). Regarding 
the concept of legal protection for holders of land rights certificates issued based 
on state land rights, it must be in accordance with the philosophy of Pancasila 
Law as the basis for realizing the values of justice for the parties and achieving 
legal protection for land rights holders.
Sertifikat tanah mempunyai arti peranan penting bagi yang bersangkutan. Ke-
pastian hukum pemohon sertifikat berdasarkan tanah negara bekas penguasaan 
PT. Kereta Api Indonesia serta konsep perlindungan hukum terhadap pemegang 
sertifikat hak atas yang diterbitkan berdasar atas hak tanah negara. Masyara-
kat Kebonharjo selaku pemegang sertifikat belum mendapatkan perlindungan 
hukum yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang di-
peroleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode 
analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pemegang sertifikat hak 
atas tanah yang diterbitkan berdasar tanah negara PT. KAI masih belum menda-
pat perlindungan hukum dikarenakan masih menggunakan stelsel publisitas ne-
gatif (berunsur positif). Terkait dengan konsep perlindungan hukum pemegang 
sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasar atas hak tanah negara harus 
sesuai dengan filsafat Hukum Pancasila dijadikan landasan agar terwujudnya 
nilai-nilai keadilan bagi para pihak dan tercapainya perlindungan hukum bagi 
pemegang hak atas tanah.
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Pendahuluan
Tanah yang pernah dan telah dikuasai oleh PT. Ke-
reta Api Indonesia (Persero) merupakan peninggal-
an perusahaan kereta api pada jaman Belanda, dan 
mereka melakukan penguasaan fisik tanah-tanah 
dengan menggunakan atas hak yang salah satunya 
bernama Grondkaart atau peta blok yang mereka 
gunakan sebagai bukti hukum untuk penguasaan 
aset-aset PT. Kereta Api Indonesia pada jaman Be-
landa, tidak jarang juga terjadi hambatan dalam 
penerbitan aset tersebut dan salah satunya adalah 
adanya sebuah bukti kepemilikan yang telah men-
dapat pengakuan oleh negara berdasarkan Undang-
-undang yaitu sertifikat dan dianggap sah dimata 
hukum.
Grondkaart adalah sebuah gambar penampang la-
han yang dibuat untuk menunjuk suatu objek lahan 
dengan batas-batas tertentu yang tertera diatasnya. 
Grondkart adalah final sebagai bukti yang dimiliki 
oleh BUMN (PT. Kereta Api Indonesia) atas asetnya. 
Dengan adanya grondkaart maka secara otomatis 
aset tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (se-
lanjutnya disebut dengan PT. KAI) sudah terbebas 
dari kepemilikan masyarakat, grondkaart memiliki 
2 (dua) fungsi yaitu fungsi kepemilikan dan kepen-
tingan. Fungsi kepemilikan menegaskan hak kepe-
milikan atas lahan tersebut, sementara fungsi ke-
pentingan menunjuk pada tujuan objek yag dimuat 
dalam grondkart serta pihak-pihak yang berkepen-
tingan atas objek di dalam grondkart.
Bukti kepemilikan ditunjukkan melalui pencantum-
an dari pejabat Kadaster  Badan Pertanahan Nasio-
nal (selanjutnya disebut dengan BPN) bahwa gron-
dkart dibuat berdasarkan hasil pengukuran tanah 
oleh petugas kadaster (surat ukur tanah). Dengan 
demikian grondkart memiliki kekuatan legal formal 
sebagai dokumen yang diterbitkan oleh lembaga 
pertanahan pada jamannya, yang menyetujui pe-
ngesahan grondkart tersebut untuk digunakan se-
suai dengan fungsinya. Surat keputusan atau kete-
tapan pejabat yang berwenang memuat penjelasan 
tentang riwayat tanah yang tertera dalam grondkart 
serta proses kepemilikan oleh subjek yang tercatat 
dalam grondkart terkait.
Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-
hun 1997, menerangkan bahwa pendaftaran tanah 
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas 
suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan, untuk mewujudkan informasi kepa-
da pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pe-
merintah agar dengan mudah dapat memperoleh 
data yang diperlukan dalam melakukan tindakan 
hukum mengenai berbagai bidang tanah dan sa-
tuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar dan 
agar  terselenggaranya tertib administrasi dalam bi-
dang pertanahan. Pendaftaran tanah akan memba-
wa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas 
tanah yang umum disebut dengan sertifikat tanah 
kepada pihak yang  bersangkutan dan berlaku se-
bagai alat pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas 
Tanah yang dipegangnya. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaf-
taran Tanah, ketentuan Pasal 32 ayat (2). 
Fakta bahwa PT. KAI dalam hal ini yang mengklaim 
sebagai pemilik tanah yang menggunakan Grondka-
art dan juga sertifikat hak pakai sebagai dasar bukti 
kepemilikan tanah yang telah dimiliki oleh PT. KAI. 
Sehubungan dengan hal tersebut, bila mengingat 
perkembangan zaman dan lajunya pembangunan 
serta pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin 
meningkat yang mana nilai ekonomis tanah juga se-
makin tinggi sehingga menyebabkan ketimpangan 
penguasaan tanah, semakin orang butuh tanah un-
tuk kepentingan pembangunan khususnya tempat 
tinggal, sedangkan luas tanah relatif tidak bertam-
bah sehingga sangat potensial akan memunculkan 
sengketa tanah. Bahwa kondisi seperti tersebut di 
atas merupakan salah satu faktor utama yang me-
nyebabkan masalah, sengketa dan konflik pertanah-
an semakin meningkat baik kuantitas maupun kua-
litasnya dewasa ini.
Permasalahan muncul antara PT. KAI dan masya-
rakat Kebonharjo yang pernah muncul dalam pem-
beritaan di media massa dan sosial di Indonesia, 
terutama yang terjadi di Kota Semarang, dalam ka-
sus atau sengketa kepemilikan lahan antara warga 
kampung Kebonharjo dan PT. KAI, kasus tersebut 
bermula dari penggusuran yang dilakukan oleh PT. 
KAI yang didasari dengan Grondkaart dan juga ser-
tifikat hak pakai yang dalam hal ini akan memba-
ngun jalur rel kereta api Stasiun Tawang-Pelabuhan 
Tanjungmas.
BPN menerbitkan 3.360 bidang Sertifikat Hak Mi-
lik diatas lahan PT. KAI dengan alas hak Grodkaart 
dan Sertifikat Hak Pakai, tetapi 50 bidang diantara-
nya terjadi tumpang tindih (overlaping) dengan ta-
nah milik PT. KAI, tentu saja BPN tidak tanpa alas-
an menerbitkan Sertifikat Hak milik untuk warga 
Kebonharjo, ada prosedur bahkan peraturan yang 
mendasari dikeluarkannya 3.360 bidang Sertifikat 
Hak Milik tersebut.
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Konflik antara PT. KAI dengan warga Kebonharjo 
mengenai status kepemilikan menjadi lebih mema-
nas, penggusuran yang sedang dilakukan oleh PT. 
KAI mendapatkan perlawanan masyarakat yang 
notabene menempati tanah yang telah memiliki ser-
tifikat atas bidang-bidang tanah mereka, dalam hal 
ini Sertifikat Hak Milik. Adanya gugatan warga Ke-
bonharjo dinilai tepat oleh pakar ahli pertanahan di 
bidang agraria dan tata ruang Widhi Handoko yang 
menyatakan kedua belah pihak harus mengetahui 
status kedudukan dokumen legal masing-masing 
(Chepy, 2016). Sehingga tidak ada tindakan paksa 
penggusuran dan anarkis warga secara Undang-
-undang Pertanahan dan Agraria, surat Hak Milik 
(HM) adalah sebagai hak mutlak dan hak terting-
gi dalam ketentuan sebagai hak individu, menga-
lahkan status grondkaart dan sertifikat hak pakai. 
Menurut Widhi Handoko, status Hak Milik (HM) 
tanah warga Kebonharjo seharusnya sudah tak di-
permasalahkan dan sudah jelas, karena setelah ada-
nya penerbitan status tanah Hak Milik oleh Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dimana aturannya jika 
dalam jangka kurun waktu lima tahun tidak adanya 
gugatan pihak lain dengan pembuktian kuat,  maka 
status tanah tersebut sudah final menjadi pemilik 
Hak Milik (Chepy, 2016).
Kasus warga Kebonharjo, Badan Pertanahan Nasi-
onal dan PT. KAI (Persero) bergulir ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang,  seng-
keta tersebut dimenangkan oleh PT. KAI (Persero) 
sebagai Penggugat dengan dasar Putusan Nomor 
002/G/2017/PTUN.Smg tanggal 30 Mei 2017, atas 
dasar sengketa lahan antara warga Kebonharjo se-
laku pemilik tanah dan bangunan yang beralaskan 
Hak Milik dan PT. KAI tersebut. Berdasarkan hal 
tersebut maka:
1. Bagaimana kepastian hukum pemegang sertifi-
kat berdasarkan tanah negara bekas penguasa-
an PT. KAI?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terha-
dap pemegang sertifikat yang diterbitkan ber-
dasarkan tanah negara bekas penguasaan PT. 
KAI?
Hak Atas Tanah di Indonesia
Dalam pengertian yuridis tanah merupakan per-
mukaan diatas bumi, sedangkan Hak Atas Tanah 
(selanjutnya disebut dengan HAT) adalah hak atas 
sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas 
dan berdimensi dua dengan ukuran panjang dan 
lebar bumi ini. Oleh sebab itu, pengertian HAT le-
bih banyak menunjuk kepada pemahaman hak ter-
hadap tanah itu sendiri, dalam arti sebagai bagian 
tertentu dari permukaan bumi kita. Sedangkan we-
wenang dalam menggunakan atau mengelola tanah 
yang bersumber pada hak tersebut bisa diperluas 
hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh 
bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang 
yang ada di atas bumi ini.
Pemahaman akan HAT terdapat di dalam Pasal 4 
Ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 
disebut dengan UUPA), yang menyatakan bahwa 
“Atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai-
mana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ditentukan 
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 
hukum” dalam negara ini.
Interpretasi terhadap HAT yang diberikan negara 
tentu saja terbatas pada hak untuk mempergunakan 
tanahnya tersebut, sedangkan hak untuk mengelola 
benda-benda lain yang ada di dalam tanah, misal-
kan bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya 
namun tidak termasuk dalam pengertian hak yang 
sudah diberikan oleh negara sesuai dengan ke-
tentuan. Hak tersebut diatur secara khusus dalam 
Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pertam-
bangan (Saleh, 1990).
Hak Perorangan Atas Tanah
Semua orang diberi kesempatan untuk mempero-
leh HAT,  Pasal 4 UUPA baik itu orang perorang-
an (sendiri maupun bersama), dan Badan Hukum. 
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam 
konsepsi Hukum Tanah Nasional, tanah-tanah ter-
sebut dapat dikuasai dan dipergunakan secara in-
dividual dan tidak ada keharusan untuk menguasai 
dan menggunakannya secara kolektif (Pasal 16 ayat 
(1) UUPA). Berkaitan dengan HAT, maka dapat di-
bedakan antara lain (Pasal 16 ayat (1) UUPA):
a. Hak Milik. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA 
yang dimaksud dengan hak milik adalah suatu 
hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang perorangan atas tanah de-
ngan mengingat fungsi sosialnya.
b. Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha adalah hak 
untuk mengusahakan tanah negara minimal 5 
(lima) hektar dalam jangka waktu yang telah di-
tentukan dalam Undang-undang, yaitu maksi-
mal 35 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 
25 tahun di bidang pertanian, perikanan atau 
peternakan. Pengaturan mengenai Hak Guna 
Usaha terdapat dalam Pasal 28 UUPA. Peraturan 
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lebih lanjut tentang Hak Guna Usaha tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Ba-
ngunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.
c. Hak Guna Bangunan. Yang dimaksud dengan 
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendi-
rikan dan mempunyai bangunan-bangunan dia-
tas tanah yang bukan miliknya sendiri, dan me-
miliki waktu terbatas yaitu maksimal 30 tahun, 
yang dapat diperpanjang dengan maksimal 20 
tahun lagi. Pengaturan dan ketentuan Hak Guna 
Bangunan diatur dalam Pasal 35 UUPA.
d. Hak Pakai. Merupakan hak untuk mengguna-
kan dan atau memungut hasil dari tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik 
orang lain, yang memberikan wewenang dan ke-
wajiban yang ditentukan dalam keputusan pem-
beriannya oleh pejabat yang berwenang membe-
rikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa 
atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesua-
tu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ke-
tentuan-ketentuan Undang-undang ini (Pasal 41 
UUPA). 
e. Hak Sewa.  Dapat dikatakan suatu hak yang bisa 
mempergunakan tanah milik orang lain untuk 
suatu keperluan dengan membayar sejumlah 
uang sewa kepada pemilik lahan atau tanah. 
Pengaturan mengenai hak sewa sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 44 UUPA. Menurut Da-
liyo et al., (1983) antara Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa ter-
dapat beberapa kesamaan, dimana hak yang 
memberi wewenang untuk memakai/ menggu-
nakan tanah yang bukan haknya sendiri, dan 
selanjutnya dapat dikelompokkan sebagai hak 
pakai.
f. Hak Membuka Lahan dan Hak Memungut Hasil 
Hutan. Hak ini hanya dapat dipunyai oleh War-
ga Negara Indonesia dan diatur dengan peratur-
an pemerintah dalam hal ini diatur dalam Pasal 
46 UUPA.
g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-
-hak serta hak-hak lain yang bersifat sementara 
di atas akan ditetapkan melalui Undang-undang 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. 
Hak-hak yang bersifat sementara yang disebut 
dalam Pasal 53 UUPA adalah: 1) Hak Gadai; 2) 
Hak Usaha Bagi Hasil; 3) Hak Menumpang; dan 
4) Hak Sewa Tanah Pertanian.
Beberapa HAT mempunyai sifat sementara dimak-
sudkan bila suatu ketika hak-hak tersebut dapat 
ditiadakan sebagai lembaga hukum, karena UUPA 
menganggap asas-asas hukum agraria yang baru 
tidak sesuai saat ini, terutama mengenai pence-
gahan terjadinya tindakan pemerasan (eksploitasi 
sesama manusia). Hak gadai, hak usaha bagi hasil, 
dan hak sewa tanah pertanian merupakan hak yang 
memungkinkan timbulnya suatu hubungan yang 
mengandung unsur pemerasan oleh pihak tertentu, 
mengingat hak tersebut memberi wewenang kepa-
da pemegang haknya untuk menguasai dan meng-
usahakan tanah kepunyaan orang lain yang bukan 
hak miliknya.
Hak Penguasaan Atas Tanah
Istilah “hak” selalu tidak dapat dipisahkan de-
ngan istilah “hukum,” di dalam literatur Belanda 
kedua-duanya disebut dengan "recht." Akan tetapi 
antara hak dan hukum dapat dibedakan dengan 
menggunakan istilah "Objektiej recht" dan "Subjek-
tief recht.” Van ApeIdoorn mengartikan Objektief 
Recht dengan hukum objektif, yaitu peraturan hu-
kum yang berlaku umum. Subjektif Recht diartikan 
dengan hukum subjektif yaitu untuk menyatakan 
hubungan yang diatur oleh hukum obyektif, berda-
sarkan mana yang satu mempunyai hak, dan yang 
lain mempunyai kewajiban terhadap sesuatu (Zein, 
1995). Hak absolut memberi wewenang bagi peme-
gangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, pada 
dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa saja 
(Zein, 1995).
Pengertian "penguasaan" dapat dipakai dalam arti 
fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat 
dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuri-
dis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang 
dilindungi oleh hukum dan pada umumnya mem-
beri kewenangan kepada pemegang hak untuk me-
nguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan 
yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek 
privat. Ada penguasaan yuridis yang beraspek pub-
lik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan 
Pasal 2 UUPA (Santoso, 2007).
Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam 
Pasal 2 ayat (1), apabila ditinjau dari pengertian 
berdasarkan UUPA, maka Hak menguasai dari 
Negara memberikan kewenangan kepada Negara 
untuk (Harsono, 1999), mengatur dan menyeleng-
garakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 
Dalam menentukan bahkan mengatur hubungan-
-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-per-
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buatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa (Saly, 2007).
Asas-Asas Pendaftaran Tanah
Tugas Pemerintah salah satunya adalah melakukan 
Pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepasti-
an hukum di bidang pertanahan (rechtskadaster atau 
legal cadastre) dengan mengutamakan asas-asas pen-
daftaran tanah yang disebutkan dalam Pasal 2 PP 
No. 24/1997 yaitu “Pendaftaran dilaksanakan berda-
sarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, 
dan terbuka.” Penjelasan asas-asas pendaftaran ta-
nah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Asas Sederhana, dalam pendaftaran tanah di-
maksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok-
nya maupun prosedurnya dengan mudah da-
pat dipahami oleh pihak yang berkepentingan 
terutama para pemegang HAT;
b. Asas Aman, dalam pendaftaran tanah dimak-
sudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftar-
an tanah perlu dilenggarakan secara teliti dan 
cermat sehingga hasilnya dapat memberikan ja-
minan kepastian hukum sesuai tujuan pendaf-
taran tanah tersebut;
c. Asas Terjangkau, dalam pendaftaran tanah di-
maksudkan sebagai keterjangkauan bagi pihak-
-pihak yang memerlukan khususnya dengan 
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan 
golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang di-
berikan dalam rangka penyelenggaraan pen-
daftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pi-
hak-pihak yang memerlukan;
d. Asas Mutakhir, dalam pendaftran tanah di-
maksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksaannya dan kesenambungan dalam pe-
meliharaan datanya. Data yang tersedia harus 
menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk 
itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pen-
catatan perubahan-perubahan yang terjadi di 
kemudian hari;
e. Asas Terbuka, dalam pendaftaran tanah me-
nuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah 
secara terus menerus dan berkesinambungan 
sehingga data yang disimpan di Kantor Perta-
nahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di 
lapangan dan masyarakat dapat memperoleh 
keterangan mengenai data yang benar setiap 
saat.
Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Buk-
ti Hak
Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah sebagai-
mana ditetapkan dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Ta-
hun 1997, adalah untuk memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan kepada pemegang hak 
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah da-
pat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 
yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian 
dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak 
yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas ta-
nah. Ketentuan Pasal 19 UUPA, menyatakan bahwa 
akhir kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wila-
yah Republik Indonesia yang diadakan oleh  Peme-
rintah  adalah  pemberian  surat-surat tanda bukti 
hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat. Namun demikian, UUPA tidak menyebutkan 
nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar 
tersebut.
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA 
dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran ta-
nah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pem-
berian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. UUPA tidak menyebut 
nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar 
(Hermit, 2004). Pada Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pe-
merintah No. 10 tahun 1961 dinyatakan bahwa su-
rat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar adalah 
sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur 
setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan 
suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan 
oleh Menteri Agraria. 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya 
menghasilkan surat tanda bukti hak yang berupa 
sertifikat. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 PP 
Nomor 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan ser-
tifikat adalah surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas 
tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas 
satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang ma-
sing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 
yang bersangkutan. Data yang dimuat dalam serti-
fikat adalah data fisik dan data yuridis. Data fisik 
menurut Pasal 1 angka 6 PP Nomor 24 Tahun 1997, 
adalah keterangan mengenai  letak,  batas,  dan  luas 
bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun   yang 
didaftar, keterangan mengenai ada atau tidaknya 
bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data 
yuridis menurut Pasal 1 angka 7 PP Nomor 24 Ta-
hun 1997, adalah keterangan mengenai status hu-
kum bidang tanah dan satuan rumah susun yang 
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didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain 
serta beban-beban lain yang membebaninya. Data 
fisik dan data yuridis dalam sertifikat diambil dari 
buku tanah. Buku tanah menurut Pasal 1 angka 19 
PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah dokumen dalam 
bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data 
fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada 
haknya.
Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat 
mengandung pengertian bahwa data fisik dan data 
yuridis yang termuat dalam sertifikat mempunyai 
kekuatan bukti dan harus diterima sebagai kete-
rangan yang benar, selama tidak dibuktikan seba-
liknya dengan alat bukti yang lain, yang berupa 
sertifikat atau selain sertifikat (petuk pajak bumi/
kutipan letter c). Dalam hal ini, pengadilanlah yang 
akan memutuskan alat bukti mana yang benar. Ka-
lau ternyata bahwa data fisik dan data yuridis yang 
dimuat dalam sertifikat tidak benar, maka akan di-
adakan pembetulan sebagaimana mestinya. Dalam 
sistem publikasi negatif yang bertendensi positif, pi-
hak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke 
pengadilan dengan membawa alat bukti lain yang 
berupa sertifikat atau selain sertifikat (petuk pajak 
bumi/kutipan letter c), pengadilanlah yang akan 
memutuskan alat bukti mana yang benar. Apabila 
di kemudian hari ternyata data fisik dan/atau data 
yuridis yang dimuat dalam sertifikat tidak benar, 
atas dasar putusan hakim yang sudah berkekuatan 
hukum tetap, sertifikat tersebut diadakan pembe-
tulan seperlunya. Dengan demikian, sertifikat bu-
kanlah merupakan satu-satunya alat bukti hak atas 
tanah. Meskipun telah diterbitkan sertifikat, peme-
gang hak atas tanah dengan mudah membuktikan 
hak atas tanahnya, namun demikian berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 
1997 tidak ada jaminan bagi pemegang hak atas ta-
nah untuk tidak mendapatkan gugatan dari pihak 
lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya ser-
tifikat tersebut. Demikian pula Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia (BPNRI) tidak menja-
min kebenaran data fisik dan data yuridis yang me-
muat dalam sertifikat.
Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 1997 merupakan penjabaran dari ke-
tentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat  (2), 
Pasal 32 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) UUPA, yang 
berisikan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan 
surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pem-
buktian yang kuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 
Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 
maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dia-
nut adalah sistem publikasi negatif yang bertendens 
positif yaitu sertifikat hanya merupakan surat tan-
da bukti hak yang bersifat kuat dan bukan meru-
pakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. 
Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis 
yang tercantum dalam sertifikat mempunyai ke-
kuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai 
keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak 
ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. 
Dengan demikian, pengadilanlah yang berwenang 
memutuskan alat bukti mana yang benar dan apa-
bila  terbukti  sertifikat  tersebut  tidak  benar,  maka 
diadakan  perubahan dan pembetulan sebagaimana 
mestinya.
Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 1997 mempunyai kelemahan, yaitu ne-
gara tidak menjamin kebenaran data fisik dan  data 
yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan 
bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu-wak-
tu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang 
merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat. Un-
tuk menutupi kelemahan dalam ketentuan Pasal 32 
Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
dan untuk memberikan perlindungan hukum ke-
pada pemilik sertifikat dari gugatan pihak lain dan 
menjadikannya sertifikat sebagai tanda bukti yang 
bersifat mutlak, maka dibuatlah ketentuan Pasal 32 
Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 
Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersi-
fat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara 
kumulatif, yaitu:
a. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang 
atau badan hukum;
b. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
c. Tanah dikuasai secara nyata;
d. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya ser-
tifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-
tempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertifikat.
Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa 
pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang 
hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu meng-
hadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang 
merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemah-
an tersebut diatasi dengan menggunakan lemba-
ga acquisitive verjaring atau adverse possession. 
Hukum Tanah kita yang memakai dasar  Hukum 
Adat  tidak  mengenalnya. Tetapi dalam Hukum 
Adat terdapat lembaga yang dapat digunakan un-
tuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif 
dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga reschtsver-
werking. Dalam Hukum Adat jika seseorang selama 
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sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerja-
kan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang 
memperolehnya dengan iktikad baik, maka hilang-
lah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.
Berkaitan dengan sifat pembuktian sertifikat seba-
gai tanda bukti hak sebagaimana ditetapkan dalam 
Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997,  Sumar-
djono (1997) menyatakan bahwa apabila selama 5 
(lima) tahun pemegang hak atas tanah semula lalai 
untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat 
dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas ta-
nahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain 
yang beritikad baik dan ia tidak mengajukan gugat-
an ke pengadilan, berarti yang bersangkutan mene-
lantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk 
menggugat. Konsepsi ini didasarkan pada lembaga 
rechtsverwerking yang dikenal dalam Hukum Adat.
Tanah Negara
Dalam konsep hukum tanah tidak sekedar permu-
kaan bumi, namun mempunyai tiga dimensi yak-
ni ruang angkasa, permukaan bumi dan di bawah 
tubuh bumi (lihat Peter butt, 2001). Dalam Pasal 4 
ayat 1 UUPA, tanah diartikan sebagai “permukaan 
bumi” seperti ternyata dalam yang berbunyi: “Atas 
dasar hak menguasai dari negara sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-
-sama degan orang lain atau badan-badan hukum.” 
‘Tanah Negara’ menunjukkan suatu status hubung-
an hukum tertentu antara obyek dan subyeknya 
yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan ke-
pemilikan atau kepunyaan antara subyek dan ob-
yek yang bersangkutan. Dalam pengertian tersebut 
maka jika kita menyebutkan tanah Negara artinya 
adalah tanah sebagai obyek dan Negara sebagai 
subyeknya. Adapun hubungan hukum antara sub-
yek dan obyek itu dapat berupa hubungan kepemi-
likan kekuasaan atau kepunyaan. 
Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau 
menguasai dalam arti “possession” makna yuridis-
nya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara 
fisik dalam arti faktual digarap, dihuni, namun be-
lum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik 
atau yang punya tanah tersebut. Demikian juga bila 
menyebutkan bahwa tanah tersebut di miliki atau 
kepunyaan dalam arti “ownership” dalam pengerti-
an yuridis maka dapat diartikan bahwa tanah terse-
but merupakan tanah milik atau kepunyaan, namun 
bukan berarti juga dia secara fisik menguasai tanah 
tersebut, karena mungkin adanya hubungan ker-
ja sama atau kontraktual tertentu. Bentuk lain bisa 
juga bahwa tanah tersebut diduduki oleh orang tan-
pa ijin yang berhak “okupasi”, yang lebih kepada 
penguasaan secara fisik atau faktual tanpa diikuti 
hak (right) dalam arti sah secara hukum. 
Hal ini diterapkan di Indonesia melalui produk 
hukum dalam peraturan “agrarisch besluit” yang 
diundangkan dalam lembaran Negara “Staatblad” 
No. 118 tahun 1870 (S.1870-118).
Dalam Pasal 1, disebutkan: “behoudens opvolging van 
de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het 
beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door 
anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van 
de Staat is” [terjemahan: dengan tidak mengurangi 
berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agra-
risch Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua 
tanah pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai 
hak eigendomnya, adalah domein (milik) Negara]. 
Ketentuan Pasal 1 Agrarisch Besluit ini dikenal se-
bagai pernyataan kepemilikan “Domein Verklaring” 
dari Negara dan dikenal sebagai pernyataan dome-
in umum (algemene Domein Verklaring). Disamping 
itu, dikenal juga adanya pernyataan domein khu-
sus (speciale Domein Verklaring) yang tercantum 
dalam peraturan perundangan tentang pengaturan 
hak erfpaht yang diundangkan dalam S.1875–94f, 
S.1877–55 dan S.1888–55. Rumusannya sebagai ber-
ikut:
“alle woeste gronden in de Gouvernementsladen op. ber-
hooren, voorzoover daarop door leden der inheemsche be-
volking gene aan het ontginningsrecht ontleende rechten 
worden uitgeoefend, tot het Staatsdomein. Over dit tot 
het Staatsdomein behoorende gronden, berust behoudens 
het ontginningsrecht der bevolking, de beschikking iutlu-
itend bij het Gouvernement” (engelbrecht, 1960).
[terjemahan: “Semua tanah kosong dalam daerah 
pemerintahan langsung adalah domein Negara, 
kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli 
dengan hak-hak yang bersumber pada hak mem-
buka hutan. Mengenai tanah-tanah Negara tersebut 
kewenangan untuk memutuskan pemberiannya ke-
pada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa 
mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh pendu-
duk untuk membukanya].”
Dalam rangka domein verklaring, pemberian tanah 
dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pe-
mindahan hak milik Negara kepada penerima tanah 
dan sebagai alat pembuktian pemilikan tanah (Har-
sono, 2003). Pernyataan domein Negara yang diatur 
dalam Pasal 1 Agrarisch besluit ini paralel dengan 
yang diatur dalam BW. Dalam Pasal 519 dan Pasal 
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520 BW, mengatur bahwa setiap bidang tanah selalu 
ada yang memiliki. Kalau tidak dimiliki oleh pero-
rangan atau badan hukum, maka negaralah pemi-
liknya. Atas dasar Pasal 1 Agrarisch besluit ini maka 
dikenal adanya dua bentuk tanah Negara yakni:
Pertama, tanah–tanah Negara yang disebut dengan 
tanah Negara bebas “vrij landsdomein” yaitu tanah 
Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa ta-
nah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati 
oleh sesuatu hak apa pun. Pengertian hak di sini 
harus diartikan yuridis yang diatur dalam keten-
tuan hukum barat (BW) termasuk di dalamnya hak 
rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah 
yang mendasarkan pada hukum adat setempat. 
Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara 
menundukkan diri secara suka rela kepada hukum 
barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan 
bagian dari atau berstatus sebagai tanah Negara 
yang diistilahkan sebagai tanah Negara yang didu-
duki oleh rakyat. Contoh dari Tanah Negara Bebas 
yaitu Kawasan Hutan, menurut Pasal 1 angka 4 Un-
dang-undang nomor 5 tahun 1967 Tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Kehutanan menjelaskan jika 
kawasan hutan merupakan wilayah-wilayah terten-
tu yang ditetapkan oleh Menteri untuk dipertahan-
kan sebagai hutan Tetap.
Kedua, tanah Negara yang tidak bebas “onvrij lan-
dsdomein” yaitu tanah Negara yang diatasnya ada 
hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai 
atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum 
adat mereka ( hak ulayat masyarakat hukum adat).
Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UUPA, 
pengertian Tanah Negara, ditemukan dalam Pera-
turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Pe-
nguasaan Tanah-tanah Negara bahwa “tanah yang 
dikuasai penuh oleh negara”. Substansi ini adalah 
tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang me-
lekat di atas tanah tersebut apakah hak barat mau-
pun hak adat (vrij landsdomein). Jika melihat pen-
jelasan umum II (2) UUPA bahwa pengertian tanah 
Negara bukan dikuasai penuh akan tetapi merupa-
kan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, ar-
tinya negara di konstruksikan negara bukan pemilik 
tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat 
yang bertindak selaku badan penguasa, yang dibe-
rikan wewenang oleh rakyat: 
a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya; 
b) Menentukan dan mengatur hak-hak yang da-
pat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan 
ruang angkasa itu; 
c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubung-
an hukum antara orang-orang dan perbuatan 
hukum yang mengenai buni, air dan ruang 
angkasa.
Atas pemahaman konsep dan peraturan perundang-
an tentang pengertian tanah Negara dapat ditarik 
kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa terdapat 
dua kategori tanah Negara dilihat dari asal usulnya:
1. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang 
benar-benar belum pernah  ada hak atas tanah 
yang melekatinya atau disebut sebagai tanah 
Negara  bebas;
2. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah 
yang sebelumnya ada  haknya, karena sesua-
tu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu 
menjadi tanah Negara. Tanah bekas hak barat, 
tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah 
berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut 
haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela 
oleh pemiliknya.
Metodologi Penelitian
Untuk mendapatkan data guna menguraikan ten-
tang analisis hukum tentang kepastian hukum 
pemegang sertifikat berdasarkan grondkart dan 
Sertifikat Hak Pakai, maka dengan menggunakan 
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan 
data sekunder biasa (Soekanto dan Mamudji, 1995). 
Peneliti melakukan penelitian terhadap sejarah hu-
kum dan taraf sinkronisasi hukum dengan sifat pe-
nelitian berupa penelitian deskriptif. Sumber data 
diperoleh secara langsung dari perpustakaan dan 
media online berupa data dari internet baik itu be-
rupa artikel, jurnal, hasil penelitian, putusan dan 
peraturan perundang-undangan. Bahan hukum 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ba-
han hukum primer (Undang-undang Dasar Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-
-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor 
Indonesia), Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 
(Undang-undang Pokok Agraria), Peraturan Peme-
rintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Ta-
nah, bahan hukum sekunder (literatur, buku-buku, 
hasil penelitian, artikel-artikel dan naskah-naskah 
mengenai pertanahan) dan bahan hukum tersier 
(kamus-kamus, internet). Data yang penulis pero-
leh akan disusun secara terstruktur dan sistematis 
berdasarkan pada metode analisa kualitatif. Analisa 
kualitatif adalah analisa yang berupa kalimat dan 
uraian. Metode yang digunakan adalah analisa yuri-
dis, yaitu analisa yang berdasarkan pada teori-teori 
dan juga konsep peraturan perundang-undangan.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Ber-
dasarkan Tanah Negara Bekas Penguasaan PT. 
Kereta Api Indonesia (Persero)
Dalam menjawab dasar hukum dari penerbitan 
sertifikat di atas lahan PT. KAI (Persero), maka te-
ori yang digunakan adalah teori Kepastian Hukum 
dari Gustav Radburch, kepastian hukum dibidang 
pertanahan dapat diwujudkan dengan diselengga-
rakannya suatu sistem pendaftaran tanah. Pendaf-
taran tanah yang dimaksud adalah suatu proses tata 
usaha dan tata cara untuk mendapatkan atau men-
capai kepastian hukum yang sah tentang hak atas 
tanah yang merupakan kegiatan administrasi nega-
ra dibidang pertanahan sebagai bagian dari tertib-
nya sebuah administrasi tata usaha negara. Dalam 
rangka pemberian jaminan kepastian hukum dibi-
dang pertanahan memerlukan perangkat hukum 
tertulis yang lengkap serta jelas dan dilaksanakan 
secara konsisten dan juga penyelenggaraan pendaf-
taran tanah yang dinilai efektif..
Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang wajib 
dilaksanakan Pemerintah berdasarkan perintah Un-
dang-undang. Salah satu tujuan pokok diberlaku-
kannya UUPA adalah untuk mewujudkan kepastian 
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh 
rakyat Indonesia (Fea, 2016). Dengan adanya kepas-
tian hukum maka subjek hak dapat melaksanakan 
isi hak atas tanahnya dengan aman dari gangguan 
pihak lain. Dengan kata lain, implikasi dari kepas-
tian hukum tidak lain untuk menghindari sengketa 
dibidang pertanahan (Kurniati, 2016). Pendaftaran 
lahan dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, 
aman, terjangkau mutakhir dan terbuka sebagai-
mana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerin-
tah  Nomor  24 Tahun 1997 dan untuk menyatakan 
bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data 
yuridis bagi hak-hak lama dan untuk keperluan 
pendaftaran hak dibuktikan dengan dua cara yaitu 
(Hartanto, 2014).
a. Hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak-
-hak lama dibuktikan dengan alat bukti me-
ngenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti 
tertulis, keterangan saksi dan/atau  pernyataan 
yang bersangkutan yang nilai kebenarannya 
oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah 
secara sistematik atau dikatakan oleh Kepala 
Kantor Badan Pertanahan dalam pendaftaran 
tanah secara sporadis, dianggap telah cukup un-
tuk mendaftarkan haknya, maka pemegang hak 
dan hak-hak lain yang membebaninya.
b. Dalam hal atau tidak lagi tersedianya secara 
lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak 
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan kekuat-
an fisik oleh pemohon pendaftaran dan penda-
hulunya dengan memenuhi beberapa syarat.
Berhubungan dengan pemberian jaminan kepas-
tian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama 
memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis 
lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsis-
ten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Setiap 
hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbit-
kan sertifikat oleh Kantor Pertanahan yang berada 
di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum 
sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, selama 
tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data 
yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus dite-
rima sebagai data yang benar sepanjang data yang 
tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan. 
Dalam kasus Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Kota Semarang, dalam hal ini memberikan putusan 
nomor 002/G/2017/PTUN.Smg tertanggal 30 Mei 
2017, sengketa antara PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) selaku Penggugat melawan Kantor Per-
tanahan Nasional Kota Semarang selaku Tergugat 
(termasuk tergugat 1 sampai dengan 50 pemegang 
Sertifikat Hak Milik warga Kebonharjo). Sengketa 
terjadi pada saat masyarakat Kebonharjo, Kecamat-
an Semarang Utara, Kota Semarang, tanpa terasa 
telah menempati dan menguasai wilayah itu lebih 
dari 20 tahun, lokasi mana yang merupakan lahan 
bekas penguasaan pihak BUMN (Badan Usaha Mi-
lik Negara) dalam hal ini adalah PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero),  kurangnya informasi tentang 
pertanahan membuat mereka terlibat sengketa de-
ngan pihak PT. KAI (Persero) yang juga melibatkan 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang 
yang dalam hal ini ikut dalam penerbitan Sertifikat 
Hak Milik warga Kebonharjo, Semarang.
PT. KAI mengklaim bahwa tanah yang dikuasai war-
ga Kebonharjo adalah tanah mereka dengan dasar 
kepemilikan Grondkaart nomor W.17286B Tahun 
1962 Peta Tanah Emplasemen. Sedangkan keputus-
an untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Warga 
Kebonharjo, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Sema-
rang tersebut telah merugikan kepentingan hukum 
PT. KAI (Persero), yaitu tidak ada kepastian hukum 
terhadap status hak pakai atau hak pengelolaan ta-
nah objek sengketa yang menurut hukum adalah mi-
lik PT. KAI (Persero).
Bahwa kepemilikan ganda (tumpang tindih) atas 
objek sengketa antara PT. KAI (Persero) dan BPN 
Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume 3 No.2 Januari 2018
-114-
(Badan Pertanahan Nasional) yang mewakili warga 
Kebonharjo. Tumpang tindih dengan 8 (delapan) Ser-
tifikat Hak Milik warga Kebonharjo.
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-
-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria dikatakan bahwa: “ 
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Peme-
rintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Peme-
rintah:”
2. Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah 
nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, 
yang menyebutkan “Pendaftaran tanah diseleng-
garakan oleh Badan Pertanahan Nasional” dan 
pasal 6 ayat (1) menyebutkan “Dalam rangka 
penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaima-
na dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan 
pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu 
yang oleh peraturan Pemerintah ini atau perun-
dang-undangan yang bersangkutan ditugaskan 
kepada pejabat lain;”
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, apabi-
la dihubungkan dengan 50 (lima puluh) Sertifi-
kat Hak Milik objek sengketa yang dikeluarkan 
oleh Badan Pertanahan Nasional yang memiliki 
kewenangan didasarkan atas kewenangan at-
ribusi, yang didasarkan pada peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku, sehingga dengan 
demikian BPN (Badan Pertanahan Nasional) me-
miliki kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat 
Hak Milik yang menjadi sengketa.
4. Dikarenakan objek sengketa diterbitkan pada 
tanggal 18 Juni 2001 dan tanggal 11 Desember 
2002 sesudah Peraturan Pemerintah nomor 24 Ta-
hun 1997, maka sebagaimana karakteristik Pera-
dilan Tata Usaha Negara yang menguji dengan 
berperkara pada peraturan perundang-undang-
an yang berlaku pada saat diterbitkannya objek 
sengketa (bersifat EX-TUNC) yaitu ketentuan 
yang berlaku adalah Undang-undang nomor 5 
Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Peme-
gang Sertifikat Berdasarkan Tanah Negara 
Bekas Penguasaan PT. KAI (Persero)
Menurut Soemardjono (2006) bahwa perlindungan 
hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai 
penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas 
tanah. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi peng-
akuan negara terhadap tanah seseorang atau suatu 
masyarakat hukum adat, maka negara wajib untuk 
memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak 
atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseo-
rang untuk mempertahankan haknya terhadap gang-
guan-gangguan dari pihak lain.
PT. KAI (Persero) bersama ini mengajukan permo-
honan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadil-
an Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara a quo agar me-
nyatakan batal atas terbitnya 50 (lima puluh) Serti-
fikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, selain 
sangat merugikan PT. KAI (Persero), penerbitan ser-
tifikat juga telah melanggar ketentuan Pasal 23 Pera-
turan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pen-
daftaran Tanah.
Peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat ca-
cat yuridis dalam penerbitan sertifikat yang dilaku-
kan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang 
terkait Sertifikat Hak Milik warga Kebonharjo, hal ini 
dapat dibuktikan bahwa ditertbitkannya Sertifikat 
Hak Milik pada tanggal 18 Juni 2001 dan 11 Desem-
ber 2002 atas nama warga Kebonharjo bertentangan 
dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AAUPB) sesuai pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-
-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Pertama atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 
tentang peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
1) Asas Kecermatan (Zorgvuldigheids Beginsel). 
Bahwa BPN saat menerbitkan sertifikat tidak 
cermat, dengan mengumpulkan fakta-fakta kea-
daan yang terjadi pada saat diterbitkannya serti-
fikat sudah lazim apabila diperiksa terlebih da-
hulu dan teliti dengan seksama atas kebenaran 
serta kelayakan penerbitan sertifikat yang meng-
akibatkan pelanggaran atas Asas-asas Umum Pe-
merintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas 
kecermatan, yang mewajibkan kepada badan/
pejabat tata usaha negara untuk bertindak cer-
matdidalam melakukan tindakan hukum dalam 
menerbitkan produk hukum yaitu sertifikat;
2) Asas Keterbukaan. Bahwa perbuatan BPN yang 
sepihak telah menerbitkan sertifikat tidak didu-
kung dengan alasan-alasan yang sah yang men-
jadi dasar hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik 
warga Kebonharjo pada tanggal 18 Juni 2001 dan 
tanggal 11 Desember 2002 tersebut, sebagaimana 
lazimnya sebuah keputusan Tata Usaha Negara 
yang baik harus menjelaskan, setidaknya menje-
laskan alasan, dasar fakta yang teguh serta pem-
berian alasan yang mendukung (Hadjon, 1993). 
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Sudah merupakan asas dalam pemerintahan 
yang baik, bahwa setiap Keputusan Tata Usa-
ha Negara harus didasari alasan yang sah yang 
menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fak-
ta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenaran-
nya dan pemberian alasan yang mendukung dan 
meyakinkan, baik secara rasional dan juga mem-
punyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan 
yang berlaku;
3) Asas Profesionalitas. Badan Pertanahan Nasional 
dalam memproses penerbitan Sertifikat semesti-
nya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti de-
ngan seksama atas kebenaran serta kelayakan di-
terbitkannya sertifikat tersebut. perbuatan Badan 
Pertanahan Nasional tersebut diartikan sebagai 
tindakan yang tidak cermat dan tidak profesional 
karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 
ayat (2) huruf a dari Undang-undang nomor 9 Ta-
hun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Bila kita melihat prosedur pendaftaran tanah, seha-
rusnya masalah ini tidak akan terjadi, tetapi kenyata-
annya di lapangan tidaklah demikian, hanya dengan 
menempati lahan selama kurang lebih 20 (dua puluh) 
tahun, maka masyarakat bisa mengajukan pendaftar-
an sertifikat dengan membawa surat-surat yang di-
keluarkan oleh kelurahan setempat seperti keterang-
an tidak sengketa, riwayat tanah dan sporadis (surat 
penguasaan fisik tanah), dengan demikian siapa pun 
bisa saja mengajukan pengakuan atau pendaftaran 
sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional dengan su-
rat-surat seperti tersebut di atas.
Salah satu bentuk patologi pendaftaran tanah adalah 
adanya kecenderungan mengutamakan diri (self-ser-
ving). Penyakit lain mempertahankan status quo, dan 
resistan terhadap perubahan, cenderung terpusat 
(centralized), dan dengan kewenangan yang besar 
itu sering memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. 
Indonesia sebagai negara berkembang oleh Fred W. 
Riggs digolongkan ke dalam negara yang in-transi-
sional, perlu dibangun (direkonstruksi) kebijakan 
hukum pertanahan, khususnya pilihan penggunaan 
stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sis-
tem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Pemba-
ngunan mana harus berorientasi pada rekonstruksi 
kebijakan hukum pertanahan yang berkultur dan 
terstruktur rasional-egaliter, bukan sistem birokrasi 
rasional-hierarkis sebagaimana dikembangkan oleh 
teori birokrasi modern Weber. 
Kebijakan hukum pertanahan di Indonesia pada 
umumnya dan di Kota Semarang pada khususnya 
harus mampu menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup da-
lam masyarakat, bukan nilai-nilai kapitalisme atau 
sekularisme. Kebijakan hukum pertanahan harus di 
dasarkan suatu konsep keadilan yang tidak memi-
hak pada golongan mana pun atau tidak memihak 
pada kelas apa pun, sehingga kebijakan hukum per-
tanahan bersifat non-diskriminatif, diakui dan di-
lindunginya bangsa-bangsa, yang berarti secara im-
plisit diakuinya pula hak komunal (dalam konsep 
hukum tanah nasional mewajibkan adanya tanah 
sebagai fungsi sosial).
Simpulan
1. Kepastian Hukum bagi pemegang Sertifikat 
Hak Milik (SHM) warga Kebonharjo tidak ter-
capai berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata 
Usaha Negara Nomor 002/G/2017/PTUN.Smg 
tanggal 30 Mei 2017 dengan alasan cacat yuridis 
bagi tergugat. 
2. Konsep perlindungan hukum terhadap peme-
gang sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan 
berdasar atas hak tanah negara bekas pengua-
saan PT. KAI tidak tercapai, karena Badan Per-
tanahan Nasional telah melewatkan asas umum 
pada pemerintahan yang baik dan khususnya 
asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas pro-
fesionalitas.
Saran
1. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
sebagai suatu instansi Pemerintah seharusnya 
mengupayakan perbaikan yang penting pada 
reformasi hukum pertanahan adalah dengan 
melakukan rekonstruksi birokrasi dan admi-
nistrasi tentang kepemilikan dan pendaftaran 
tanah baik yang berasal dari tanah adat (berupa 
girik/Letter C) ataupun tanah bekas penguasaan 
milik negara (Grondkart) yang sudah dikuasai 
oleh perorangan atau Badan/Instansi Pemerin-
tah. Dengan demikian tidak ada lagi pihak lain 
yang dirugikan. 
2. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia 
(KAI) yang memiliki aset yang telah di konversi 
menjadi hak-hak Indonesia maka perlu kiranya 
mendaftarkan kembali hak pemiliknya tersebut 
dan sedapat mungkin mengelolanya sendiri un-
tuk menghindari konflik di kemudian hari.
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